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iPEi)VI‘NSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR % TAHUN 2022

‘ TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahWa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah harus
dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, -efektif,
transparan, dan  bertanggungjawab dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

bahviva pengelolaan keuangan daerah sudah tidak relevan
dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

. bahv{ra untuk memberikan arah, landasan dan kepastian

hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan
k¢uahgan daerah, perlu dilakukan pengaturan dalam
bentuk Peraturan Daerah;

. bahvia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Perl'aturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Pas‘al‘ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undahg—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembéntukan Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten
WaLai:obi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenlgéara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indon‘;sia Nomor 4339);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
I|3emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
ll?epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
l?eberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
ll?emerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
lllegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
ILeﬁnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4, I:Def’aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
In&onesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
I\‘Iegara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Pl‘eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Pecioman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PE RATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
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Ialelgksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

P oﬁnsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bupati adalah Bupati Bombana.

Dev?an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
D!PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bombana.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

~da1ém rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dlapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut. |

Pen;gelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pen;atausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

A‘nggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

A{lggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disilflgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penén'maan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pclangeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pc-*l:nglapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
seba@gai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah
dané. yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari
belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada
Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
k Wénangan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase
atasi pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu,
yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan
unttik mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan
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dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam
rangka menanggulangi  eksternalitas negatif dan/atau
meflingkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan
publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu
yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah
ditentukan oleh Pemerintah.

Daﬁa Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desé dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
perﬁberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Perﬁbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kendbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
talhﬁn~tahun anggaran berikutnya. '

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
meﬂgakibatkan Daerah menerima sejumiah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pelzmerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah
drllerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
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Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanal kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Ellkﬁitas adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban
jangka pendek.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas atau nilai
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau
koﬂsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
slelq.njutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Dac?rah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
s:elanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen' perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
blelénja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untﬁk periode 1 (satu) tahun.

Pnontas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
dlslngkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
alnggaran yvang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana Kkerja dan anggaran satuan kerja
per?ngkat daerah.

Renicana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yan;g selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
d‘okiumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Penibiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
ra&ng:angan APBD.

‘Klerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perépekﬁf lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.
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Proéram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kexja perangkat daerah  atau  masyarakat yang
dikc}ordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (éatu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian
saséran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sLeKumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berjupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
ma:sukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
bafang/ jasa.

Su‘p Kegiatan adalah bentuk aktivitas dari Kegiatan yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD.

Keglatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
taﬁun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Keglatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

Ha$i1 adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Saéaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinjelja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang
akgn atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
Xarjg ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Iiz'ex?erimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah.

|

Relj{ening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
Izlaer:iyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh Penerimaan. Daerah dan
I!nembayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
dltc}etapkan
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
y@g digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
perjlgguna anggaran. |

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
a.délah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
daéar penerbitan surat permintaan pembayaran atas
Il)elaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanJutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
pelfmintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
1|nu:ka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
beﬁdahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
épc?rasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk
me}rxbiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung,

]]:’embayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
embayaran Langsung kepada bendahara
eﬁgeluaran/penerim_a hak lainnya atas dasar perjanjian

keija, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya

1inela1ui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Tambahw Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
beﬁdahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
unfcuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang
tlidék cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1
(satu) bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang dlgunakan untuk penerbitan surat
temtah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
§u;at perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
?KPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai

Keg‘;iatan.




50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

-8-

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
s:.elanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
alltas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

S‘u:rat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat

SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan

surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA

SKPD karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan
‘dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD

taiu berasal dari perolehan lainnya yang sah.
\

Slsa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah
ya111g dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
Ilrlenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
cllilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

IIDemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
1|3emerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
pr1n31p Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
c}hmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
ylang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

|

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yaﬁg wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
po‘éensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemenntahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
Il)elayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangén Daerah pada umumnya.

emerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
me@egwg kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

|

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

]Fadan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
Tdalah BPK Republik Indonesia.

Safuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Kabupaten Bombana yang melaksanakan Urusan
Pefnerintahan daerah.

'Sa‘tuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
(liisingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
}fegnerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

engguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pej:abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
fnqlaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
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Ku%asa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
ylang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
ITA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

T1m Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

TAPD adalah tim yang Dbertugas menyiapkan dan

ilelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
PBD.

Pej?bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
rlxlelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
aLde}lah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Ku?asa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
II{uasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

liDeJabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1
(IsaFu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

?ejjabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
atau pada SKPKD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
rl1'1eherima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggung]awabkan uang Pendapatan Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
r‘nenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
rlnempertanggung]’awabkan uang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang
d1tun3uk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

Ilne_natausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
I‘Jnit SKPD |

l?epdahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang
ditv%mjuk menerima, . menyimpan, membayarkan,
mehatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
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untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada Unit SKPD.

1Tegawa1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemermtah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pe_]abat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
_]abatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
dlga_]l berdasarkan peraturan perundangundangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
alldalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
1‘1ntuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mehdanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebgakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,
(Iiasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
mehyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
raﬁgka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Slstern Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
dlsmgkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
I?er}yelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan
Daerah

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan Kklasifikasi terkait transaksi keuangan
}lang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
I?elaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.

Hari adalah hari kerja.

P"eriangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup
Kabupaten Bombana.
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Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi: |

a.

(1)
(2)

hal{ Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

kewajlban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak

klet;ga,

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan/atau

kekjayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3
Pen;gelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

AIPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

i BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegéng Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1)

(2)

Pasal 4

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Dflerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
|

a. ﬂlenyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD,
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan




(3)

-13 -

fancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD,
fancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan
fancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

menetapkan peraturan daerah tentang APBD, rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD; ‘

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah; |

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;

h| menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran;
Ijnenetapkan pejabat  yang  bertugas = melakukan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang Daerah dan Piutang Daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

fnenetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan Daerah

a.
b.

0O

o,

berwenang menetapkan:

bendahara penerima pembantu;

béndahara pengeluaran pembantu;

.| bendahara bantuan operasional sekolah;

| bendahara BLUD;



(4)

(6)

(7)

(1)

(2)
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e.| bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan/atau

f.|bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayaf (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pela#sanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertjanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada pejabat perangkat daerah.

Pejabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c.| Kepala SKPD selaku PA.

Pehmpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana
d1rnaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan
kézwenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
menerima atau mengeluarkan uang.

Pehmpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kek?yaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal
pe’a.da perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada
perseroan daerah.

Keténtuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah
dlalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

(2)

(4)
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
D.'Tleljah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (S) huruf a
bertugas:

a. kdordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. onrdinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pértanggunawaban pelaksahaan APBD;

c. (koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. kéordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. imemimpin TAPD.

Ko orﬁinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terkait
de'ngan peran dan fungsi Sekretaris Daerah, membantu Bupati
dalam  menyusun kebijakan dan  mengoordinasikan
penjelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah

Koorglinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimqksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a. }{obrdinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.1|<oprdinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
Perinerintah Daerah; dan

c. I‘mbrdinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Dajerah.

Dalafn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung
jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
PPKD
Pasal 7

(1) Ke]pala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam

Palsal 4 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:




)

P

a
b.

o
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|/menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

.menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD,

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

.\melaksanakan pernungutan Pendapatan Daerah yang telah

diatur dalam peraturan daerah;

.,melaksanakan fungsi BUD; dan

Az

.nielaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

ﬁeraturan perundang-undangan.

KD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD

sebégaimana dimaksud pada-ayat (1) huruf d berwenang:

. mjenyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA SKPD;

. mjelakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

.niemberikan petunjuk  teknis pelaksanaan  sistem

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

. mielaksanakan pemungutan pajak daerah;
. rﬂenetapkan anggaran kas dan SPD;

. menylapkan pelaksanaan pinjaman dan pembenan jaminan

atas nama Pemerintah Daerah;

.melaksanakan sistem akuntan31 dan pelaporan Keuangan

Daerah
menyajlkan informasi Keuangan Daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

te

a
b.

0

o

rdapat kewenangan lain, yaitu:

.\mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

.membuka rekening Kas umum daerah;

.;membuka rekening penerimaan;




(5)

(6)

(1)

(2)

(3)
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f. |membuka rekening pengeluaran; dan

g. m;enyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalém pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, PPKD harus memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat
langjsung dari investasi tersebut.

DMém hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  dapat melaksanakan
pemungutan pajak daerah.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi sebagaimana
dllmaksud pada ayat (3) huruf a dipisahkan dari kewenangan
SKPKD SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 8

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuaga BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Kuaéa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. m¢nyiapkan Anggaran Kaé;
b.menyiapkan SPD;
. menerbitkan SP2D;

2]

o,

.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
olé;h bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

ditunjuk;

f. ményimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h.fnelakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA
atas Beban APBD;




k.

(4) Di

(5) Ki
be
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. rrfelaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama

Pémerintah Daerah;

. m:elakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah;

dan
1 ‘
mjelakukan penagihan Piutang Daerah.
além pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dl’m menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD
untuk ditetapkan oleh BUD;

Imelakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam

mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bérgulir yang tidak tertagih atas investasi; dan

| menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

uasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
artjanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

(1) Bup%ati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan
besaran jumlah uang yang dikelola, Beban kerja, lokasi
dan/atau rentang kendali.

(2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, Beban

S

rja, lokasi dan/atau rentang kendali yang kriterianya

ditetapkan Bupati.

Bagian Keempat
PA
Pasal 10

(1) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (5) huruf c mempunyai tugas:

a.| menyusun RKA SKPD;

b. rf}enyusun DPA SKPD;

n‘jlelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
Beban anggaran belanja;

. rr?elaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;
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melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pémbayaran;

nielaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
la:in dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola Utang Daerah dan Piutang Daerah yang menjadi
tainggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

mjenyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

tmenetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

délam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

mielaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

a.
b.

a.

SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

ri'lenyusun anggaran kas SKPD;

rhelaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli
daerah;

menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah,;

d.| menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah
$esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ﬁdak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA berwenang:

menandatangani  dokumen  permintaan  pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;

menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
rrixenetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan



(4)
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(7)

(8)
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e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Daleilm hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melajksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketehtuan peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPD selaku PA mengelola utang dan piutang daerah
yal.ng menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
mlerljlpakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA
SKPD.

Kepala SKPD selaku PA mengelola utang yang menjadi
kclngiban kepada pihak lain sebagai akibat:

a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya,;

b.|hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
pényedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun ahggaran sesuai dengan ketentuan
geraturan perundang-undangan;

o akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d.|kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
sfelesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPD selaku KPA mengelola piutang daerah yang
m‘enjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;
b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
' ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA 5ertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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(9) Da.lam hal mengadakan ikatan untuk pengadaah barang dan
jasaf, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) P| ﬁ{ang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibajntu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
ses@ai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Beréasarkan pertimbangan Beban kerja, Sekretaris Daerah
dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk
melakukan pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 11

(1) PA %dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA.

(2) Peﬁfnpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi,
dan/ atau rentang kendali.

(3) P?rﬁmbmgm besaran - anggaran Kegiatan/sub kegiatan
dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran
Klagiatan /sub kegiatan yang Kriterianya ditetapkan oleh
Bupati. ,

(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan
terhjadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Peli@pahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
Beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c.|melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. rﬂengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e.| melaksanakan pemungutan retribusi daerah;




h.
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mjengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; '

.m?laksanakan pemungutan pajak daerah, khusus untuk

SKPD pemungut pajak daerah; dan

melaksanakan tugas KPA lainnya-sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
Képéla Unit SKPD selaku KPA dapat menandatangani SPM TU
ddn SPM LS.

(8) Daldm hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa,j KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) DaleL;m hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari} kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan
kewénangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

(10) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

m

a.
b.
c.

joP

empunyai tugas:

menyusun RKA-Unit organisasi bersifat khusus;

ményusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
béban anggaran belanja dan /atau pengeluaran pembiayaan;

|melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;

.\melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

.|mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. ménandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mienyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi

bérsifat khusus yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

. |menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah; dan

|melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(11) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketehtuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas
untlik mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang
telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

HZ)D%
PA.

(1)

am melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada

Bagian Keenam
PPTK SKPD
Pasal 12

PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

a

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugé.s PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD meliputi:

1.
2.

menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub

: kegiatan; dan

3.

melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

~ kegiatan kepada PA/KPA.

menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:

L

menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan,;

. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan;

. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

nienyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur 'mengenai
panadaan barang/jasa. |

(4) Dal%a.m membantu tugas PA/KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), PPTK pada SKPD bertanggungjawab pada PA/KPA.
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Pasal 13

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan, Sub Kegiatan, Beban kerja, lokasi, rentang
kep@di, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Perﬁhlbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi.

(3) PA!/ KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/Unit SKPD.

(4) PETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
de'ngan tugas dan fungsinya.

(5) D?lam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki

jaba;an struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Ketujuh
PPK SKPD
Pasal 14

(1) K!epala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(2) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
kFuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di
SKPKD.

(3) Pad?. pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD
rrlleléksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang
ling}{up tugas dan wewenang BLUD.

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas dan wewenang;

a} melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya;

bl menyiapkan SPM;

c; melakukan verifikasi  laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;




(6)

(1)

(3)
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d.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

e. ménerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

f. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

g. ményusun laporan keuangan SKPD.
|

Kepéla SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas
penatausahaan keuangan SKPD.

P K SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Banahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau
PPTK.

Bagian Kedelapan
PPK Unit SKPD
Pasal 15

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan
fung31 tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a| besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan
Sékretariat Daerah,;

b réntang kendali dan/atau llokasi; dan/atau

cidibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang
membeﬁkan layanan secara profesional melalui pemberian
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang:

a: melakukan verifikasi SPP beserta bukti kelengkapannya
yang digjukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. menyiapkan SPM berdasarkan SPP yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu;




g.
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| .
. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

.mélakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

péngembalian kelebihan pendapatan daerah dar1 bendahara

pénerimaan pembantu/Bendahara lainnya;

.mjenerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukt
kélengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

m@alaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD; dan

menyusun laporan keuangan Unit SKPD.

|
(4) PVK% Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merppakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural

u
S

ntuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
PD;

(5) Kep?la Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK Unit SKPD.

Bagian Kesembilan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

(1)

(2)

Pasal 16

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
Ipe‘laksatnaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
!atgs usul PPKD selaku BUD.

|
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang
Iditerirnanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan
wéwenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
- langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
~ ditetapkan oleh Kepala Daerah;




(1)

(2)

(2)

-927 -

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

~ dengan jumlah yémg telah ditetapkan;

- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan

e.; menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 17

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
képada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara
Pénerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan
oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Béndahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud
Epada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
ménetapkan Pegawai ASN yang bertugas membantu
Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas
;pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pégawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
!dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
peiaksanaan anggaran belanja pada SKPD dan SKPKD.
bgndahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
] ~ UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

Ic. . melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d.. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
- ketentuan peraturan perundang-undangan;




(4)

(S)

(6)
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. | meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

fi ;membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan
ipertanggunawaban secara fungsional kepada BUD

[¢]

secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
' ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,
Bupat1 atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
pembantu.

i’enetapan Bendahara pehgeluaran pembantu didasarkan
atas pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali
dan/atau lokasi. |

Behdahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
b\ menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c melaksanakan pembayaran atas UP, GU dan TU yang
' dikelolanya;

d menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g.. membuat laporan pertanggungjawaban secara
~ administratif kepada KPA dan laporan
~ pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kuasa
- BUD dan melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran
" secara periodik.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan

lwewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dari bank;

d‘ menerima dan menyetorkan‘ atas pengembalian belanja

;atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan

eksternal;
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€. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil

‘pemeriksaan internal dan eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada

SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

(7) ]IDa}am hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi
bersifat khusus.

(8) Behdahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
(Iian wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 20

(1) Képala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
|rne%netapkan Pegawai ASN yang bertugas membantu
Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas
pepgelolaan Belanja Daerah dan/atau pengeluaran
|pe:rnbiayaan. |

(2) :Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mélaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
Ipenugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(3) Peéawai ASN yang membantu Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 21
(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
dilarang:
a. melakukan aktivifas perdagangan, pekerjaan

- pemborongan dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
~ dan/atau penjualan jasa; dan

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
- keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara
~ langsung maupun tidak langsung.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.




(3)
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L‘arfangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan
Befxdahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap
k'egliatan, sub kegiatan, tindakan dan/atau aktivitas lainnya
yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagian Kesepuluh
TAPD
Pasal 22

ri)aiam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD
31ang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai
dengan kebutuhan.

’II‘APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

a

} ‘

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA,;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. . membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan
 Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan
-rancangan perubahan DPA SKPD;

-y

.1menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. :melaksanakan tugas lain sesuai dengan Kketentuan
|  peraturan perundang—undangan

Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan
ke‘putuhan.
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BAB III
APBD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
I1,1rpsau1 Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Peinerintah Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mgémpedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) AHBD mempunyai - fungsi  otorisasi, perencanaan,
pehgawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan.

|

Pasal 24

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

|

a. jPendapatan Daerah; dan
b. penerimaan Pembiayaan daerah.

(3) Pengeluaran Daerah sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)
terdm atas:

a. BelanJa Daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
Isebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
uﬁdangan.

(5) Pehgeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
,sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
da;na atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
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(6) Sei:iap Pengeluaran ‘Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayét (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
Isel:?agaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

| Pasal 25
Satuafx hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 26

(1) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-
rfdang mengenai keuangan negara.
(2) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
a. hak Pemerintah Daerah yang diakui sebaga1 penambah
nilai kekayaan bersih;
. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
- pengurang nilai kekayaan bersih; dan
. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun
anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran
berikutnya. | -

| @)

Bagian Kedua
Struktur APBD
Pasal 27
(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
rﬂenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
updangan. k

(3) | Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan
k(jetentuan peraturan perundangéundangan.




(4)

(6)

(10)

(1)
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Klasiﬁkasi APBD dalam rancangan peraturan daerah
telfltang APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan
|Daieralh, bidang urusan, organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dluralkan atau dijabarkan ke dalam aktivitas yang tidak
terplsahkan dengan Kegiatan.

Klas1f1ka31 APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang

penJabaran APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan
Daerah bidang urusan, organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Keglatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Klésifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
ﬁﬁcian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan
pemblayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan
keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Klgs1f1kas1 APBD mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
I1’1ovrnenk1atur perencanaan pembangunan dan keuangan
daierah serta pemutakhirannya.

lDeilam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karaktenstlk khusus antara lain Bantuan Operasional
Sekolah Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah
dan Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang
penerlmaan pendapatannya - tidak melalui RKUD,
penerlmaan pendapatannya  dilakukan  berdasarkan
:l‘thlﬁkaSI atau pengesahan pendapatan atau mekanisme
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pehgelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa
:Imczekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

eﬁdapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
?yat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar
keljnbali oleh Pemerintah Daerah dan penerimaan lainnya
yarilg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-




(2)

(3)
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undangan diakui sebagai penambah Ekuitas yang
mémpakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

1)( huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh
Pernermtah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
depgan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai pengurang Ekuitas yang merupakan kewajiban
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pefnbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu
di‘t?ayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 20

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan
Daerah organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian
obJek serta sub rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terdiri atas:

a. peﬁdapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

(1) Pe’ndapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf a meliputi:

a.
b.
c.

d.

pajak daerah;
retribusi daerah;
hgsil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.




(3)

(4)
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Klasiﬁkasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincié.n objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah
d1kelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada
SKPD dan SKPKD, meliputi:

a. paJak daerah menjadi kewenangan pengelolaan pada SKPKD

atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan

pajak'

b. retrlbu31 daerah menjadl kewenangan pengelolaan pada

SKPD

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi

kéwenangan pengelolaan pada SKPKD;

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi

kéwenangan pengelolaan pada SKPKD kecuali:

1. hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh
' Bendahara Penerimaan di SKPD terkait;

2. pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait; dan

3. pendapatan hibah Dana Biaya Operasional Sekolah, dana
kapitasi dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh
Bendahara Khusus.

Penciapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dlrnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undgmgan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah dan retribusi
daer}ah diatur dengan Peraturan daerah yang berpedoman
pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah.

Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaumana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Laltiq-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimé.ksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.| hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b.| hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. hasil kerja sama daerah;

d. jaisa giro;

e.| hasil pengelolaan dana bergulir;

e}

.| pendapatan bunga;

g.| penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
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h. penenmaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
aklbat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerlmaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah

atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i penerlmaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

j- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
|peikexjaan;

k. pepdapatan denda pajak daerah;

1. pejndapatan denda retribusi daerah;

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n. pendapatan dari pengembalian;

0. | eindapatan dari BLUD; dan

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
’perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf b meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat; dan
b. trénsfer antar daerah.

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:

a. da.na perimbangan;
b. déna insentif daerah; dan

c. dana desa;

(3) Triansfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa:

.'TL | pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 33

(1) Dajna perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf a terdiri atas:
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a. :Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.

Pdna Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

|a. jDBH; dan
b. DAU.

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 34

DBH éebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a
bersurpber dari:

(1)

pajak; dan

suinber daya alam.

Pasal 35

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah
la.mnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
penmgkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan
tertentu lainnya.

Bantuan keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
terdm atas:

a.g bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan

b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 36

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalelm{ Pasal 30 huruf ¢ meliputi:

a.
b.

C.

hibah;

dana darurat; dan/atau
|
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 37

(1) H1bah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 36 huruf a
merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
majsyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yarllg tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
peﬁyelenggaraan ‘Urusan Pemerintahan yang menjadi
keWenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
pefundang—undangan. |

(2) ibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak
rlnempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajlban kepada penenma maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya t1ngg1
(3) 1bah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. |

Pasal 38

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
merup«:akan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendeéak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD

sesuai%dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Lai —1a1n pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf c antara lain Pendapatan Hibah Dana Bantuan
Opex:*as'ional Sekolah dan Pendapatan pengembalian hibah tahun
sebelumnya.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 40

(1) Belanja Daerah dlaloka31kan dengan memprioritaskan
pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan

M1n1ma_1
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E?elanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar
c{ialokasikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
}?ilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 41

]i)aéerah wajib' mengalokasikan belanja- untuk mendanai
llJrusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

I?esaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur. |

Pasal 42

Belgnja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan
analisis standar belanja.

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar
t}unjangan kinerja aparatur sipil negara Pada Pemerintah
Daerah.

Sthndar harga dan analisis standar belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan
;l)erundang-undangan. |

étandar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud
Ii)ada ayat (1) dan standar harga satuan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Staf.ndar harga untuk belanja operasi sebagaimaha dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan
Iieg:ional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan,
dan kewajaran.

Sltandar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada
lferperintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian
r.efbrmasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan

|
Keuangan Daerah yang bersangkutan.
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(7) Ana11s13 standar belan_]a sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban
kelja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan. | |

(8) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
rx:lenurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program,
Keglatan Sub Kegiatan, jenis, objek dan rincian objek
BelanJa Daerah.

Pasal 43

Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah
sebagalmana dimaksud Pasal 42 ayat (8) diselaraskan dan
dlpadukan dengan belanja Negara yang diklasifikasikan menurut
fungsi yang antara lain terdiri atas:

a. pela}yanan umum,;

b. ketei:rtiban dan keamanan;

c. eko;nomi;

d. periindungan lingkungan hidup;
e. pertjlmahan dan fasilitas Limuni;
f. kesehatan;

g. ‘pariwisata;

h. pendidikan; dan

perlindungan sosial.

[
.

Pasal 44

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (8) disesuaikan dengan susunan organisasi
yang|ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. |

[
Pasal 45

(1) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan dan Sub
eglatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8)
dlsesualkan dengan Urusan Pemerintahan Daerah
b‘erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:




(3)

(1)

(4)

(1)
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. target dan Sasaran;

indikator capaian Keluaran; dan

i

omenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator

clagaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang
didasarkan pada prioritas nasional disusun ‘berdasarkan

l {

nlomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator

]
b
c}. indikator capaian Hasil.

. . s : .
Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
al. belanja operasi;
‘tl. belanja modal,
c‘. belanja tidak terduga; dan
dl. belanja transfer.
I?Ielanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
me?upakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-

haITi Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek. '

Bel%mja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mefupakan pengeluaran | anggaran untuk perolehan aset
tetép dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1
(saiéu) periode akuntansi.

Bel%mja tidak terduga s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurjuf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD

nﬁuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
ylaﬁg tidak dapat diprediksi sebelumnya. |

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d ﬁqerupakan pengeluaran uang dari Pemerihtah Daerah
klepjada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 47

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf a dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;
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‘ibelanja barang dan jasa;

b.
c. belanja bunga;
d. ébelanja subsidi;

e. ;’belanja hibah; dan

f ibelanja bantuan sosial.

(2) Blelgnja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf ¢ dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belgnja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) %huruf d dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan.

Pasal 48
(1) B{elanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. | v

(2) Klompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepéda Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/ anggota DPRD, dan
Pegéwai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d!iarﬁggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah  dapat memberikan  tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tanﬁbahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibérikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan pénghasilan kepada Pegawai ASN

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '
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Pasal 50

BeIanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
1|2 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

lTengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub
Keglatan Pemerintah Daerah guna pencapalan sasaran
;’)nontas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

BelanJa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dturalkan dalam objek sebagai berikut:

belan_]a barang,

a
b belanja jasa,

0

belanja pemeliharaan,

o

t%elanja perjalanan dinas, dan

e. 1$elanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pasal 51

Belénja bunga sebagairriana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan pembayaran
buijxga Utang Daerah yang dihitung atas kewajiban pokok

I:Jtang Daerah berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a‘x belanja bunga utang pinjaman; dan

b belanja bunga utang obligasi.

Pemermtah Daerah menganggarkan pembayaran bunga
utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD
tahun berkenaan.

Pembayaran bunga utang dianggarkan pada SKPD/unit
SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang
rlnelaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.

BelanJa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
c}xuraukan menurut objek, rincian objek dan sub rincian
ob_]g:k
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Pasal 52

(1) Ellelgnja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) lhuruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa
y'arig dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD
dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehmgga dapat
texjangkau oleh masyarakat.

(2) ETac}an Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meifupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
peléyanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan
pela:.ksanaan kewajiban pelayanan umum.

(3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan usaha
n!lilik swasta, yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu
dilékul<an audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh
k‘aritor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Haéil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.

(5) Dalém hal tidak terdapat kantor akuntan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dengan
tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang
indépenden dan ditetapkan oleh Bupati.

(6) [l)alam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan usaha
milik swasta selaku penerima subsidi wajib menyampaikan
lapc}ran pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi
keﬁada Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
hurtjlf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
D!aei‘ah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
bclsrbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun




(4)

(1)

(2)
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angéaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

|

Peniberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program
dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah
dalarh mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
parﬁbangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asa$ keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

maéyarakat

BelanJa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlanggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keqangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belénja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ket{entuan peraturan perundang-undangan.

I{ietFntuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dalam peraturan
Bupat1

Pasal 54

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan
emberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada
ind_‘ividu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifqmya tidak secara terus menerus dan selektif yang
beftujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan. '

Keadaan tertentu dapat Dberkelanjutan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat
d1ber1kan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
tlelah lepas dari risiko sosial.

BelanJa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
('ilanggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan  Urusan

emermtahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Ketéantuan mengenai tata cara  pemberian dan
piertanggungjawaban bantuan sosial diatur dalam Peraturan

B

B upati.

Pasal 55

elanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset

tetap dan aset lainnya.

Belénja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b meliputi:

a.

belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah® dan dalam
kondisi siap dipakai;

. belanja  peralatan dan mesin, digunakan untuk

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor,
dan peralatan Iainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai;

belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
éedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki
dan /atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai;

.belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
1yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
bperasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
glipakai; dan

jbelanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
pperasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi



(3)
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aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.| mempunyai masa manfaat Iebih dari 12 (dua belas) bulan;
b, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

c.| batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan
dalam belanja modal sebesar harga beli, atau bangun aset
dltambah seluruh  belanja  yang  terkait dengan
pengadaan /pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Keténtuan mengenai batas minimal kapitalisasi aset
sebageumana dlmaksud pada ayat (3) huruf c¢ diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 56

Belénja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas Beban

APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
Penferimaan Daerah tahun sebelumnya.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

oo

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Kef)erluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. :Belan.]a Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yangbersifat wajib;

C. iPengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
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éebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

dl Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Dalém hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat,
Pemerlntah Daerah menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan
Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penj'adwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
stagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

I%riﬁeria keadaan darurat dan keperluan mendesak
slebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dalam Peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
KA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

beﬂcana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebaga1mana dimaksud
pada ayat (7) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peﬁgeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belpm tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia
a’mggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

. Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja tidak terduga
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Pasal 58

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
aya{t (4) digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang
Hersumber dari pendapatan Daerah kepada pemerintah desa
atah pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
perhndang—undangan.

Belénja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pa§al 47 ayat (4) diberikan kepada Daerah lain dalam rangka
kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Plerherintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
u‘ndangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Baﬁtuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ibantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

b. bantuan keuangan Daerah ke Provinsi dan / atau provinsi
lalnnya, dan/atau

c. bantuan keuangan Daerah kepada desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bers1fat umum atau khusus.

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan
kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.

Peri;ntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Pernermtah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada
penerima bantuan.
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(7) Pem:beri bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan

belanja desa penerima bantuan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan

keuéngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Pera:turan Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 60

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

a

ayaf (1) huruf ¢ terdiri atas:

penerimaan Pembiayaan; dan

b pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan daerah.

(3) Penibiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan

(4) P
d

(1) P
d

o o

[¢)

2

terhadap pengeluaran Pembiayaan.

3rribiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
gunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 61
Ien:erimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
alam Pasal 60 ayat (1) huruf a bersumber dari:
SiLPA;
ﬁencairan Dana Cadangan;
hasﬂ penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Igenerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerélh;
dan/atau




(2)
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(1)
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penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
bersumber dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

(i: ‘pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah;

. pelampauan penerimaan Pembiayaan,;

. penghematan belanja;

rh——

%kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan; dan/atau

g. 'sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja
~dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Per;nerintah Daerah menganggarkan SiLPA tahun berkenaan

befsaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan
daerah APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif,
emenntah Daerah harus memanfaatkannya untuk
penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
ang dibutuhkan, volume Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
yaﬁg telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan
rllegatlf, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan
|erixghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
me}upakan kewajiban Daerah, pengurangan Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
Tengurangan volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

!
{ | Pasal 62

]fer;cairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud datam

aSal 61 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencalran Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekenlng Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran
beljkenaan

(2) J ujmlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan
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Per;elturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan.

Penicairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
mehjadi penerimaan Pembiayaan APBD datam tahun
anggaran berkenaan. -

[I)alam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana
teréebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
merjnberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekéning Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
sebégaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
S"KPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pierundang—undangan.

Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal
hasil/ dividen/keuntungan atas rekening dana cadangan

daﬁ/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai
laLinj-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 63

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebélgaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

P!enerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan
bukti penerimaan yang sah.

Pasal 64

(1) Penierimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman
bers?angkutan.

(2) Penérimaan Pinjaman . Daerah digunakan untuk

medganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah termasuk
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penerimaan atas penerbitan Obligasi Daerah yang akan
dité,rima pada tahun anggaran berkenaan.

(3) Per_ierimaan Pinjamari Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah Iain;

jlembaga keuangan bank;

iembaga keuangan bukan bank; dan/atau

jmasyarakat.

——p 0 T D@y O

(4) lTerierimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayaj.t (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 65

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dima|tk$ud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepa{da pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan
peratujran perundang-undangan.

Pasal 66

Peneriinaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasell i61 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan
pene?rirjnaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 67

Pengelparan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat|(1) huruf b dapat digunakan untuk: :

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan Modal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;

d. Perﬁbeﬁan Pinjaman Daerah; dan/atau
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pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

P|embayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud

dal?m Pasal 67 huruf a digunakan untuk menganggarkan
pembayaran pokok Utang.

Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan
slesilai dengan perjanjian pinjaman.

Pelaksanaan pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas utama dari
sehiruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
disélesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Pasal 69

Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf b pada BUMD dan/atau
badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau
kopera31

Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penyertaan modal berupa investasi
S}lrat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi
langsung.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan
lesertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
d'adam Peraturan daerah mengena1 penyertaan modal daerah
bersangkutan ‘

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dltetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD.

PFnyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 70

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan dengan Peraturan daerah tersendiri sepanjang
juml?h anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi
julmlhh penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dale{m hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
te aﬁ ditetapkan dengan Peraturan daerah mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Perai:uran daerah mengenai penyertaan modal yang
berséngkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undéngan.

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
di efapkan sebelum persetujuan bersama Bupati dan DPRD
atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD/atau
Pequbahan APBD. '

Pasal 71

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf
¢, |penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Da.n{a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan
keltentuan peraturan perundang-undangan.

Dané. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersilmber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali
dari:

a| DAK;
b. Pinjaman Daerah; dan

c. pénerhnaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas
Umum Daerah.
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(5) Pemf)entukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan.

(6) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetépkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan
DERD atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 72 ‘,

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pal.sal 67 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian
Pinjéman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pe‘mjerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik
Nclagara, koperasi, dan/atau masyarakat.

(2) Pembeﬂan Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

(3) Pe!rsetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

(4) K(Tteptuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman
Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal|67 huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
Pemb; ajaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit
Paragraf 1
Umum
Pasal 74

Selisih jantara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Bela.rlljzi Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
APBD. '
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Paragraf 2
Surplus
Pasal 75

(1) Surf)lus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan
- daerah dan belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan

u |tqk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan

3 dalain Peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
Penggunjaan surplus APBD diutamakan untuk:
pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

a
b. peny%ertaan modal Daerah,;

1

pembentukan Dana Cadangan;

.

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemeriﬁtahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun
anggarém berkenaan.

Paragraf 3
Defisit
Pasal 78

(1) Defiéit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
pelrle}imaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai
delnghn ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
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setiaf) tahun anggaran berdasarkan penetapan menteri yang
menjelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pemérintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan
mentéri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran
berkénaan_. ‘

Deﬁsit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
ditutjlp dari Pembiayaan neto.

Pemljﬁayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mer@pakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan
pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu
KUA dan PPAS
Pasal 79

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
belrdasarkan RKPD mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat: |

a. kéndisi ekonomi makro daerah;

b. a§umsi penyusunan APBD;

c. kébijakan Pendapatan Daerah;

d |kebijakan Belanja Daerah;

e. kébijakan Pembiayaan Daerah; dan
f.|strategi pencapaian.

R,ancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan:

al rrienentukan skala prioritas pembangunan Daerah;

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
uhtuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
pﬁoﬁtas dan Program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
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C. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing Program dan
Keglatan /Sub Kegiatan.

Pasal 80

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebageumana dimaksud dalam Pasal 79 pada ayat (1) kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas
dan disepakati bersama dengan Bupati dan DPRD.

{2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebégaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua
bLlan Agustus,

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD
s?bagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD,

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS, maka paling lama 6 (enam)
minggu éejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan
daeralll tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD,
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk
dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai
dengaln ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Keigiatan /Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. jlebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk
Kegiatan/Sub Kegiatan tahun jamak.

(2) K giatan/ Sub Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud
pa.dé; ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan Kkonstruksi atas pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan




- 60 -

juntuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan
Waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. bekexjaan atas pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang

menumt sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran.

(3) Pe’nganggaran Kegiatan/Sub  Kegiatan tahun jamak
sebdgaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas
persétujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diltahdatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS.

(5) P rs@atujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:

nama Kegiatan/Sub Kegiatan;

a.

tTl. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
ci. jumlah anggaran; dan

d. ‘alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hlllrﬁf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati
b:erakhir, kecuali Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak
dimaksud  merupakan prioritas nasional dan/atau
kelzpentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) P?nyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan
kFténtuan peraturan  perundang-undangan = mengenai
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan
Perribangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

(8) Pro;ses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat
iI;.formasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokjlmen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua
RKA SKPD
Pasal 83

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS.




(2)

(3)
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RKA| SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

b. ﬁenganggaran terpadu; dan

c.| penganggaran berdasarkan Kinerja.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepéda PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan
daltefah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
pér@ndang—undangan. '

Pasal 84

Dalam ilal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 85

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
b’erj:ahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan
yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari
tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
dalém Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja
slebagalmana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan memperhatlkan

a. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari Kegiatan;

b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.




(1)

(2)

(3)

o

(2)

-62 -

Pasal 86

Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan
pen&ekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
de’m terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevalua31 hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub
Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
unt1:1k menilai Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang
beluﬁm dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun
sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun
yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
yang direncanakan.

Dalam hal Program dan Keglatan/ Sub Kegiatan merupakan

‘taLhtlm terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang

di tei:apkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada
tahun yang direncanakan.

Pasal 87

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (2) huruf ¢ berpedoman pada:

a iﬁdikator Kinerja;

b! tolak ukur dan sasaran Kinerja sesuai analisis standar
belanja;

C standar harga satuan;
d! réncana kebutuhan BMD; dan
e| Standar Pelayanan Minimal.

Tolgk ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a| merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
Program dan Kegiatan yang direncanakan mehputl masukan,
keluaran dan hasil.

Tolqk ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari
kleaﬁaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas,
kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap
Proéram dan Kegiatan.

Sasjaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau




(5)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)
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keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
deném kuantitas dan kualitas yang terukur.

Ana}isis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h1urhf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hluruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional.

Rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) %huruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling
kur;'mg berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD
dan pemeliharaan BMD.

Stafldar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) fluruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan
capman jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal.

Pasal 88

RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)
rrllemuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan untuk
tahﬁn yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya

Rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian
ob_]ek

RIKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat
info\fmasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
standar harga satuan dan Kinerja yang akan dicapai dari

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan.
1 .

Pasal 89

Rerfcana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
kelompok jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
Pendapatan Daerah.
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(2) Renéana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteﬁma oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
diteﬁapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undéngan.

(3) R?nﬁzana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
P ogram, Kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja yang
mas‘ing—rnasing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek belanja.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ajlra‘g (1) memuat kelompok:

a penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD; dan

bl pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
jmemanfaatkan surplus APBD yang masing-masing
biuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek Pembiayaan.

(5) U san Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasél 88 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang
d k(?lola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

(6) Orgé.nisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
memuat nama SKPD selaku PA.

(7) Kinérja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (3) terdiri dari indikator Kmerja, tolak ukur
K1ne1j)a dan Sasaran Kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
memuat nama Program yang akan dllaksanakan SKPD dalam
tahun anggaran berkenaan.

9) !eg;atan /Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8|8 ayat (3) memuat nama Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penyi apén Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD
| Pasal 90

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

(2) Vf:riﬁkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:




(3)

(2)

o

o

b

Pl o
.

[ By

k.

o o
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a.|[KUA dan PPAS;

.priakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya;

dokumen perencanaan lainnya;

.'capaian Kinerja;

indikator Kinerja;
analisis standar belanja;

sténdar harga satuan;

.|perencanaan kebutuhan BMD;

Sfandar Pelayanan Minimal;

. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

dan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antar RKA SKPD.

Dal.lam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada
aylaﬂ (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan
penyempurnaan.

Pasal 91

PPKD menyusun rancangan Peraturan daerah tentang APBD
daln jdokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

Ranéangan Peraturan daerah tentang APBD sebagaimana

a.

dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit:

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

.[ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

organisasi;

.rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

.rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan
Syib kegiatan;

. [rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dajlam kerangka pengelolaan keuangan negara;
I E

da;.ftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;




(3)
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g. déftar Piutang Daerah;

h. déftar penyertaan modal - daerah dan investasi daerah
lainnya;
i dalftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah;

] dajftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lalfn;

k. |ddftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
|anggaran yang direncanakan;

1. daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati
tente;mg penjabaran APBD.

Ralncangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sell)agaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling
sedikit: '

a.h 'rilgkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

[kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek

f)elndapatan, belanja dan Pembiayaan;

b. e

lI;rganisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
f)evndapatan, belanja dan Pembiayaan;

njabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

—t

c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
dan

d. |daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial. |

Pasal 92

Rancalngan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun
oleh PPKP disampaikan kepada Bupati.
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BAB V
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBD

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 93

Blﬁp?.ﬁ wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang
A41PBP beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD.

Ranéangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum
1 |(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
P rsfatujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
paltda ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan
PPAS.

Pasal 94
P?mbahasan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
besérta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS
Dlalam pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang
APBD, DPRD dapat meminta RKA SKPD sesuai kebutuhan
dz?.lain pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Dlﬂam pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang
APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan atau perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam
ralncj'angan Peraturan daerah tentang APBD baik yang terdapat
atafl tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui
bersama.
Pfranambahan atau perubahan Kegiatan/Sub Keglatan dapat
dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan
daefah tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran
daté, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.




(1)

()

(1)

(2)
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Bagian Kedua
PersetuJuan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
Pasal 95

Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan daerah
tlentang APBD.

Bupatl dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 96

ITe;setujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) diwujudkan melalui penandatanganan dokumen
}%elfsetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
;l|>ada ayat (1) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 97
Da_lam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:

a. rhengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD

l kepada DPRD; dan

b.menandatmgmi persetujuan bersama terhadap rancangan
Peraturan daerah tentang APBD

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati
1L11énde1egasikan kepada Wakil Bupati untuk:

:11. mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

b.r:nenandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
Peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau
serjnentara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
| ang berwenang selaku pejabat/pejabat
sexﬁentara /pelaksana tugas Bupati menyampaikan
1|”aﬁcangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap
raécangm Peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang




(4)
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berWenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat
S °nientara Bupati.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
s?mentara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama
terl':ladap rancangan Peraturan daerah tentang APBD.

: Pasal 98
Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersarna dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak

,dlsampalkan rancangan Peraturan daerah tentang APBD oleh

(3)

PTupatl kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan
Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka

|

APBD tahun anggaran sebelumnya.

Raricangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
d1maksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
? dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri

atas:

a. ﬁngkasan APBD;

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek;

C. rmgkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
orgamsam

d. r1nc1an APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
orgamsam Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian
ob_]ek pendapatan, belanja dan Pemblayaan,

e. rekap1tula81 dan kesesuaian belanja menurut Urusan
Pemérintahan Daerah, organisasi, Program dan Kegiatan;
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rekaﬁitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftair jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

h. daftar Piutang Daerah;

(1)

(2)

(1)

daftér penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
dafta{r perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
da’erah;

daftair perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

daftdr Kegiatan tahun ahggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini; E

. daftar Dana Cadangan;

dafte{r Pinjaman Daerah;

daft:ir nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
dan

daftér nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial. ‘

Pasal 100 ’

Raﬁcangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati
setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.

tuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dfzngan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang
APBD.

Apa:bila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur
sébégai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan
Buﬁati. |

Pasal 101

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar




(2)

(2)

(3)

(1)

(2)
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seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya. '

Pfen‘geluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak

»sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBD
Pasal 102

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah
di sétujui bersama antara Bupati dan DPRD dan rancangan
perzituran bupati tentang penjabaran APBD disampaikan
kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
p(ler&%.etujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ra@cangan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan
Buﬁati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayaf (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati
ahtara Bupati dan DPRD.

Evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
meﬂyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
selasﬂlai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati
ber$ama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 103

‘Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

IPa.sal 102 ayat (4) dilakukan oleh Bupati melalui TAPD
ersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Haisil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

|c1itetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Kejputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:




(1)

(2)

(1)

(2)

(4)
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a. dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang
APBD;
b. idilaporkan pada sidang paripurna berikutnya; dan

C. idisampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah APBD dan
Peraturan Bupati Penjabaran APBD

Pasal 104

Penetapan rancangan Peraturan daerah APBD menjadi
Peraturan daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses
pleﬁetapan APBD.

Penetapan rancangan Peraturan daerah APBD menjadi
Peraturan daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang
Penj'abaran APBD ditandai dengan penomoran,
peniamdatanganan dan pengundangan ke dalam lembaran
daerah.

Pasal 105

Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
PeI:raturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah
dlevjaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan daerah
telnﬁang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD. ‘

Penetapan rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dflakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya.

Bupati menyampaikan Peraturan daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur
p:lﬂihg lambat 7 {tujuh) hari setelah Peraturan daerah dan
Perajtturan Bupati ditetapkan.

Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan
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Bupati tentang penjabarari APBD.

Pasal 106

Bupati i‘menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan
rancangén Peraturan daerah APBD menjadi Peraturan daerah dan
rancangjan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan Bupati yang berupa:

a. Surat Keputusan gubernur dalam hal evaluasi menunjukkan
hasil sesuai; dan

b. Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
peny¢mpurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

Pasal 107

(1) Bupat1 harus mendapat nomor registrasi atas Peraturan
daerah APBD dari gubernur.

(2) Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan
menandatangani:

a. penetapan rancangan Peraturan daerah APBD menjadi
Peraturan daerah; dan

b. ﬁenetapan rancangan Peraturan Bupati APBD menjadi
Peraturan Bupati. ’

(3) E’{upati menyampaikan Peraturan daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur

p‘aling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(4) Bu?ati wajib menginformasikan substansi Peraturan daerah
APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada
ma:syarakat.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 108

(1) Serm?.la Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
di?nggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.




(2)

(1)

(2)

(3)
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Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan
daln ~ Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran
dari PA.

Pasal 109

PA/KPA, Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran,
Benaahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Khusus dan orang atau badan yang
menenma atau menguasal uang/ kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
beﬂanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merﬁpakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil
yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan
pejabat yang bersangkutan

Pasal 110

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari yang diatur dalam Peraturan daerah, kecuali ditentukan lain
sesuaJ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan
Daeralh tldak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

(1)

Pasal 112

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk
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m?mblayal pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia.

(2) Setlap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA
dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(3) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran
atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Pasal 113

(1) Untuﬁk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

g.
h.

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pej'abat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

.pefjabat yang diberi wewenang mengesahkan laporan

pertanggungjawaban;

. pej'abat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

. Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan Pembantu dan  Bendahara
Pengeluaran Pembantu, 4

Bendahara Khusus; dan

peJabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Kepujtusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana
dir'naiksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun

anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Kas Umum Daerah

Pasal 114

(1) Dalain rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD
mernbuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang
sehat

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupat1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
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(3) Penétapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dlmuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang
bersgngkutan

Pasal 115

(1) Daleim pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Rekéning penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

(5) Rekemng penerimaan sebagai rekening bersaldo nihil yang
seluruh penerlmaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas
Umqm Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari.

(6) Dalam hal kewajiban - pemindahbukuan sebagaimana
dir:naksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan
setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(7) Rekenmg pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlopera31kan sebagai rekenlng yang menampung pagu dana
untuk membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah
Daeﬁah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya
di et?pkan dengan Peraturan Bupati.

(8) Pelrnindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 116
(1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk

membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan
oleh Bupati pada bank umum.

(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk
melzmbuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan
oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.

(3) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pelngeluaran kas pada tmgkat SKPD, BUD membuka rekening
ba.nk atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penenmaan Pembantu dan Bendahara

Pen%eluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada
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bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah sesuai
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 117

Pemer ntah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro,
dan/ atau imbalan lalnnya atas dana yang disimpan pada bank
, berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 118

Biaya yahg timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan
oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank
yang | bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 119

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek
atas juang milik Daerah yang sementara belum digunakan
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas
daerah dan kualitas pelayanan publik.

(2) Depos1to dan/atau investasi jangka pendek ' sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum
Dalerah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga
Penyiapan DPA SKPD
Pasal 120

(1) PRKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun
dan { menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

m nriluat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program,
Kegi?tm, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran,
rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap
satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.




(3)

(1)

(2)

(5)

(6)

(1)
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K paﬂa SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah
disuéun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah
pem‘peritahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan.

Pasal 121

TAPD melakukan veriﬁké.si rancangan DPA SKPD bersama
dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Veriﬁkasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), 'PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
t1dak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran
AliDBD SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA
SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan
Séhetaris Daerah.

DPA? SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat; (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang
berséngkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional
melaitkukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari
se}iak tanggal disahkan.

DFA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD
Pasal 122

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkﬁaan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan‘ perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk
menjdanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.
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Pasal 123

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:

a.|Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b.|ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c.)penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tejrcantum dalam DPA SKPD.

(3) SED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan DPA
SKPD, Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal| 120, sampai dengan Pasal 123 diatur dalam Peraturan
Bupaw:i.?

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pendapatan Daerah
Pasal 125

(1) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat
dalam waktu 1 (satu) hari.

(2) Dalaim hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melebihi 1 (satu) hari.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah atas setoran.

(4) Bukﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi
dokumen elektronik.

(5) Penﬁretoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud

p?dé ayat (1) menggunakan surat tanda setoran atau bukti
lainnya. |




(6)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai periyetoran, penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 126

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud
da.arfn Pasal 125 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau
nontunai.

Peny@toran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen Iain
yang dipersamakan. ‘

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau
surat berharga yang dalam penguasaannya:

a. lel?ih dari 1 (satu) hari; dan/atau

b. atas nama pribadi.

Pasal 127

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
lal?ofan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui
PPK SKPD paling Iambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berlkutnya \

Be!ndahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
lallaoran pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling
Iar!nbat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 128

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
bemiang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebeiumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan. '

Pelngjembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan




(3)
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demg.jem membebankan pada rekening penerimaan yang
bersajngkutan.

Pe ngémbalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
de ngén membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 129

Setlap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan
sah mengenal hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pe‘ngeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan daerah tentang APBD
di etapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terniasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan
menﬁesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undéngan.

Pasal 130

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dlpersamakan dengan SPD.

P(ingajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
P%ngeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
SPP UP;

S?P GU;

SPP TU; dan

|sppLs.

P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri
atas:

W e o g P
_)-U .
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a. SPP TU; dan
b. SPP LS.

Pasal 131

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bend;ahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran chalam rangka mengganti UP.

(3) Besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayé.t (2) ditetapkan dengaﬁn Keputusan Bupati.

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang
besaran UP sebagaimana! dimaksud pada ayat (3).

(5) Penggjuan SPP GU seBagaimana dimaksud pada ayat (2)
dillampiri dengan dokumen - asli pertanggungjawaban
penggunaan UP. N

Pasal 132

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan
Keigigtan/ Sub Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak
dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

(2) Bﬁta§ jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan
dalri 'PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan
Wak’;u penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Dalah hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan,
sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Ketehtuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

a. Keigiatan/ Sub Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1
(satu) bulan; dan/ atau

b.|Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal
déri yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di
luar kendali PA/KPA.

(5) Penéajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
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Pasal 133 -

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh
Be ndahara Pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
daliam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA.

Pasal 134

Pe ngéjuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan
barahg dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat
(1) ;huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pe,ngéluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak diterimanya dokumen dari pihak ketiga melalui PPTK
se%taj dinyatakan lengkap dan sah.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 135

Berdasarkan pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam
PaIsal 131 ayat (1) PA/KPA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

Berdasarkan pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud
da!lam Pasal 131 ayat (2), PA/KPA mengajukan penggantian
UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 , PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa
BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 136

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. sebagaimana
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din"xaksud dalam Pasal 133, PPK SKPD/PPK Unit SKPD
melakukan verifikasi atas:

a. !kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak
penagih;
|

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/
§ehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan
ba}"ang/ jasa; dan

c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Be rdgsarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)} PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD
melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

(3) Dallam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA
tidak menerbitkan SPM-LS.

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil
verliﬁkasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ay?lt (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
SPP.

Pasal 137

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
dit!erima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional
mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. Imeneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA,

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
dan
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran

Daerah.

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA
apabila:

a.[tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
dan/atau
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b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
(5) KL‘lasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat

1 (?safu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 138

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

a. |rm?neliti kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b.ménguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan

c. ménguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
wal.jib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA jika
pelrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipenubhi. |

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Pasal 139

Bendahéra Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai Wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipunigu;tnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 140

PA/K A dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggarah berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 141

(1) Bendahara Pengeluaran  secara  administratif  wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada
PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikjutnya.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada; SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional
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:iitas§ pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

elngeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pe‘rtanggun.'awaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
f)enyampman laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam

eraturan Bupati.

(4) ]Tenyampaian pertanggungjawaban Bendahara

?engeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
s|,e|telah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban

Igengeluaran oleh PA/KPA.

N
(5) [|Jntuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tangal 31 Desember

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

Pasal 142

(1) Pelaksanaan dan  penatausahaan  penerimaan  dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

(2) Penerlmaan dan  pengeluaraan Pembiayaan  Daerah

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Rekenmg Kas Umum Daerah.

(3) D?Iam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekéning Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
tersebut.

Pasal 143

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan
dalam tahun anggaran berjalan untuk:

a. menutupi defisit anggaran;
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mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang Daerah dan/atau obligasi
dellefah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD;

meh.inasi kewajiban bunga dan pokok utang;

mendanal kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijakan Pemerintah Pusat;

mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/ atau

mlendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
diltingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

Pasal 144

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas| Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana
penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dllakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan

.bclrdasarkan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana

Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
ti1|1ggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan
sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Ke’ms Umum Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dllakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 145

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan
da_lam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
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ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang pembentukan
Dan%t Cadangan.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d1p1ndahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekemng Dana Cadangan. - :

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan
PPKD.

Pasal 146

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

a.

(2)

m‘eneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh kepala SKPKD;

merfguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan BMD
Pasal 147

Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
danfpengendalian.

Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dllaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB VII
ILAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
| Laporan Realisasi Semester Pertama
| APBD
Pasal 148

(1) Pemérintah Daerah menyusun laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

(2) Lapofan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kef)ada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
ang'ggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Dasar Perubahan APBD
Pasal 149

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 menjadi dasar perubahan APBD.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan jika terjadi:

a. pefkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keédaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
beljalan;

d. kea{daan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.
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Bagian Ketiga
Perubahan KUA PPAS
Pasal 150

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

SC

a.

C.

bagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dapat

berupa terjadinya:

pélampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan
Daerah;

Jpelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja

Déerah; dan/atau

p¢rubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

(2) Bupjati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai
denéan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalaim rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
be!rdgsarkan perubahan RKPD.

(3) D'Tllam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi
dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

(4) Dalaim rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud

[AV)

b

a

da ayat (2) disertai penjelasan:

|Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat diusulkan

uhtuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
m:empertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

.cépaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/Sub

Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

.|capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/Sub

Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD
apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggarari

Pasal 151

Pergea‘;eran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan,

antar

jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek

belanja dan/atau sub rincian objek.
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Pasal 152

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi,
antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar
jenis; belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151

dilak;ukan melalui perubahan Peraturan daerah tentang APBD.
1
(2) Perg?seran anggaran antar objek belanja dan/atau antar
r1r|1c1an objek belanja dan/atau sub rincian objek sebagaimana
dimajksud dalam Pasal 151 dilakukan melalui perubahan

Pe‘x‘aturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja
daln gantar rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek
dala¥n objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pergf:seran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat‘;'(Z) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

(5) Pe‘rubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sePagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan
dalam rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD
atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;

(6) Pelrubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagalmana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan
rea11sa31 anggaran apabila:

a. tldak melakukan perubahan APBD; atau

b.|pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan
déerah tentang perubahan APBD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
angéaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan SiLPA
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD
| Pasal 153 |

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan
peng?luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2)
huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA
SKPD dan /atau RKA SKPD.
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Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 154

Peméﬁntah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
selbe{gaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d
dalam rancangan perubahan APBD.

Dalém hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
selbégaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak
melékukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 155

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(2)

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) hurufe.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merﬁpakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan
dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD akibat

(1)

(2)

keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasai 156

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50%
(l}mja puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
a;'rat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan
b'arg dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja Program
dan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
p?nferimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
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penéurangan capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/
Sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan APBD
Pasal 157

Rallnqangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) disampaikan
kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus
dalam tahun anggaran berkenaan.

Ralncangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan
dlsepakatl menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS
pahng lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 158

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Blllpati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
157 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam
menyusun RKA SKPD.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai .
dengan:

a. Pfogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan bana;
b./kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;

c. bétas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
dan/atau ‘

d.dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar
belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan
BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Penjrampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 159

K‘epala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan
KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
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Palasél 150 ayat (2) serta Pedoman Penyusunan Perubahan RKA
SKPD.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kep%lda PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan
Peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 160

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 90
berlaku | secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA

SKPD |pada perubahan APBD.
Pasal 161
(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam

(2)

Pasal 158 ayat (2) huruf b, berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran Kkinerja Program dan
Kegiatan/Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran Kkinerja

~ Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud

(3)

(1)

(2)

padé ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Perubahan DPA SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kélo@pok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan
perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 162

RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan
perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam
pe ubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

Vexli'iﬁkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
TAFD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan
perubahan DPA SKPD dengan:

a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
b. Lrakiraan maju yang telah disetujui;
c. doi;umen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;
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H

analisis standar belanja;

standar harga satuan;

5 @

J perencanaan kebutuhan BMD;

[
.

Standar Pelayanan Minimal; dan
j.| Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA
SKPD.

D'!edam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada
a;Taf (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan
penyempurnaan.

Pasal 163

PPKD menyusun rancangan Peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA
SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan
ollehl kepala SKPD.

Ranéangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling
Sedlklt terdiri atas:

a. rmgkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
je:nis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

b. riingkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
ofganisasi;

c. ﬁhcian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
ofganisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan,
belanja dan Pembiayaan,;

d. rékapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program dan
Kegiatan;
e.[rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. |daftar jumlah Pegawai ASN per golongan dan per jabatan;
g.|daftar Piutang Daerah;

h.daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

i. |daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah; ‘




L.

m.
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.|daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain;

.déftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berkenaan;

déftar Dana Cadangan daerah; dan

d?.ftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD.

4 Pelsraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling

a.

sedikit terdiri atas:

ripgkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja
dan Pembiayaan;

1 penjabaran perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis,
objek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
dan

{daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran

bantuan sosial.

Pasal 164

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan APBD
Pasal 165

Bupati Wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukﬁng untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan
bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggara;.n berkenaan.
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Pasal 166

(1) Pflambahasan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan
APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesdai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) P?mbahasan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan
AI‘?‘BD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA
dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
Pasal 167

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan
dlierah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD
biarsama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir.

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
padé ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan
Buﬁati terhadap rancangan Peraturan daerah tentang
perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang
tellah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) angtapan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan
APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan daerah
téntang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
| Penjabaran Perubahan APBD
Pasal 168

(1) Raﬁcangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD yang
telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan

APB:D disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga)

hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum
dltetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
p%rubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang
disepakati antara Bupati dan DPRD.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Pera{turan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
Pératuran Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
scl,bagalmana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan
PPAS dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut
merijadi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
P(Ieraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan
keténtuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepéntingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan
péerubahan PPAS dan RPJMD, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhiitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 169

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
P?sal 168 ayat (4) dilakukan oleh Bupati melalui TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

H‘asil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Terhadap keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a!dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang
perubahan APBD;

bl dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya; dan

cidisampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.
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BAB VIII -

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Bagian Kesatu

Akuntansi Pemerintah Daerah
Pasal 170

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a.| Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b.|SAPD; dan
c.|BAS.
Alzuf‘ltansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayatj (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.

Pasal 171

K?bijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kebl_]akan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. kebl_]akan akuntansi akun.

Kebl_]akan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur
laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam
penyajlan pelaporan keuangan.

KeTbijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
pelmlalan dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesua1 dengan SAP. ‘

Pasai 172

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf
b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
nllelékukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan
penyajlan laporan keuangan. |

SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehput1 sistem
akuptanm SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:




(1)

(2)

(3)

(2)
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?
a léporan realisasi anggaran,
b laporan perubahan saldo ancaran lebih;
c ngraca;
d laporan operasional;
e!laporan arus kas;
f. léporan perubahan Ekuitas; dan

g{catatan atas laporan keuangan.

Pasal 173

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c
merhpakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
mlelékukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur
APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan
keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang

eliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan
keuéngan.

|
BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

d1se1araskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat,
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 174

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Dae#ah oleh entitas pelapofan sebagai hasil konsolidasi atas
lapojran keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Lapcj>ran keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilsujsun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai
entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

.| laporan realisasi anggaran;

a
b. neraca;

o

.|laporan operasional;

Q.

. lajporan perubahan Ekuitas; dan

|




(3)

(1)

(2)
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e.| catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di’sa@paikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2
(dud) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
ketehtuan peraturan perundangundangan.

‘ Pasal 175

Lapcj>ran Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
drlllafm Pasal 174 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala
S PKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disaimpaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi
perfanggunawaban pelaksanaan APBD.

Lettpc")ran keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a.|laporan realisasi anggaran;

o

. laiporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

a o0

laporan operasional;

o

laporan arus kas;

™H

|
laporan perubahan Ekuitas; dan
g. cétatan atas laporan keuangan.

LaLpdran keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undéngan.

—

Pasal 176

Lapc)ran keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
datam Pasal 174 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas
inte1j”na1 pemerintah sebelum disampaikan kepada BPK untuk
dilal‘cukan pemeriksaan.

L?.péran keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
BPIQ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
beraldlir.




(1)

(2)
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Pasal 177

Bupéﬁ memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Dz‘ilam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan

Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 178

Dalaim rangka memenuhi kewajiban penyémpaian informasi
Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuéngan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuéngan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan
ki péda Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

(2)

(3)

PELAKSANAAN APBD
Pasal 179

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang
pertdnggunawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilan'ilpiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK
se1]~taj ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

RaInCangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan
bersama.

Pelrsétujuan bersama  rancangan = Peraturan = daerah
se]laagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat
7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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(4) Atas; dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada

(2)

(1)

ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 180

Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelqksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada
gub%arnur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
pclersetujuan rancangan Peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebélum ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
P?rgturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
p(i,rtanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Perdturm daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang
pérubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Pﬁraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan
telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK,
Bupati menetapkan rancangan Peraturan daerah menjadi
Peraturan daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Perafuran Bupati.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Pelraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang
pe!rubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan BPK, Bupati bersama DPRD melakukan
pen;fempumaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
hasil evaluasi diterima.

Pasal 181

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pel‘aksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil
kequusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan




(3)

(4)

(1)

(3)
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Pe‘ra;turan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayati (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
bernur

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
di‘sa;npaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
ranctangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pellaksanaan APBD. |

Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari gubernur
t1dak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan
Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

, BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 182

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

P?merintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang
jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan
tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

Penyelesalan Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah
perdata dapat dilakukan melalui peraturan daerahmaian,
kecﬁali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 183

Plutamg Daerah dapat dlhapuskan secara mutlak atau bersyarat
dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara
dan daierah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal '184 v

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah
yang mengaklbatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 183, diatur dalam Peraturan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagiari Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah
Pasal 185

Pemerinjtah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan BMD
Pasal 186

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah -
Pasal 187

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang Daerah dan
Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.




(1)

(2)

(3)
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BAB X1
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 188

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketehtuan peraturan perundang-undangan.

Dalém rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
s beigaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
kebgakan fleksibilitas BLUD dengan Peraturan Bupati yang
dﬂaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas
BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 189

Pelayanian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (1) meliputi:

a.

b.

(1)
(2)

(3)
(4)

penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

P néelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau
|

pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 190

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUP merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang
beréangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undé.ngan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Lapéran keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 191

Pemb|inaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
tekni's BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab
atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
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Pasal 192

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

m

Rencs

eliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan

kLlaLitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 193

i
|

Lné. bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja

BLUDI disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak

terpis

ahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan

keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 194

Setiap Kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera

disele

saikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 195

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat
lair'l fyang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung
merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara
mutaﬁs mutandis terhadap penggantian kerugian.

(3) Tata é:ara penggantian kerugian keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perurjldang-undangan.
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BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 196

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan
Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat informasi penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)|digunakan untuk:

a. Irne:mbantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Irnf::mbantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;

C. }'némbantu Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja
Keuangan Daerah;

d. me%nyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. Pléndukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan
Dderah; dan -

g. mélakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampaikan = kepada  Menteri dan menteri yang
menjrelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 197

Pembil'qa;an dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakse’makan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




(1)

(1)

(2)

(2)
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Pasal 198

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197
dllakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197
dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
b!imbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai
denigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Pasal 199
Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang

ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati

W'ajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas
pelé.ksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana
dim?aksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perﬁndang-undangan. ,

Pasal 200

Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemierintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja
Pemerintah Daerah;

‘penyusunan rencana kerja SKPD;

?penyusunan anggaran;

pengelolaan Pendapatan Daerah;

§pe]aksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

-akuntansi dan pelaporan; dan

UQ“"_"!"”_“.O—'”.QJ‘“‘Q“_.O‘“W_N_ oo

. pengadaan barang dan jasa.
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PENJELASAN

| ATAS
PEIéATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR  TAHUN 2022

| TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM
Terkait déngan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah

Kabupaten Biombana sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah

Nomor 17| Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan

Pertanggungjaiwaban Keuangan Daerah, yang kemudian dicabut dan

dinyatakan tldak berlaku dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini

merupakan |turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

dan Permendégri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daérah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring ciengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2‘004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut dan
digantikan deingan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
PemerintahaniDaerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang
diatur dalellm Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal
293 dan Pasé.l 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
kemudian ditilndak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan| Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentangi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan baerah.




II.
- Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

‘Pasal 5
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Peraturan | Daerah pada hakikatnya adalah bagian yang tidak
terpisah dari kesatuan hukum nasional, oleh karena itu pergantian
regulasi (?eraturan perundang—undangan) tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pada hierarki yang lebih tinggi mengharuskan
Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk
segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan = perundang-
undangan ang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Eaerah. Penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan
daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi juga secara tegas diatur
dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020| téntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang mengh.arilskan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan
Daerah paling 1ama Tahun 2022.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan
dengan menye{suaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Taﬁun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
Peraturan Merilteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian
hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka
dipandang perl‘.u menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PASAL DEMI| PASAL

Cukup jelas
Cukup jelés
Cukup jelas.
Cukﬁp jelas.

Cukup jelas.




Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

"~ Pasal 12

Cukup jelas. .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jela
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jela;
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

w
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- Pasal 22

Cukup jela

Pasal 23

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 24

Cukup jelas. |

Pasal 25

Cukup jelas.
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@

Cukup jelas.
Cukup jeias.

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi’ adalah anggaran daerah
menjadi ;dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun|berkenaan.

Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran
daerah rhenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
Kegiatan pada tahun berkenaan.

Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah anggaran
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan
penyeledggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Yang |dimaksud dengan "fungsi distribusi® adalah kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

Yang |dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran

Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Cukup je}as.

172




Pasal 26

Cukup jelas. |

Pasal 27

Cukup jelas. i

- Pasal 28

Cukup jelas. |

Pasal 29

Cukup jelas. |

~ Pasal 30
Cukup jela
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

| Pasal 33

Cukup jela.s.?

Pasal 34

Cukup jelas.

| Pasal 35

Cukup jelas.?

Pasal 36

Pasal 37

Cukup jelas.?

Pasal 38

Cukup jelas. .

- Pasal 39

Cukup jelasf

Pasal 40

Cukup jelas.;

1%

Cukup jelas |
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Pasal 41

Cukup jelas. |

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Cukup jelas.

, Pasal 46

Cukup jelas. |

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukﬁp jelas.

Pasal 49

Cukup jelas. ‘

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.:

w

12}

2]

[97]
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- Pasal 63

- Pasal 65

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

74}

Pasal 61

Cukup jelas. |

" Pasal 62

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67

o2}

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas. |

Pasal 69

Cukup jelas.,

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.j

/)]
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Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas. :

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas..

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.ii

Pasal 82
ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Yang| dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan
yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian

tahup

anggaran”

antara

penanaman  benih/bibit,

penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di
rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan
jasa pelayanan kebersihan (cleaning seruice).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup j'elas.

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelals.i

Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91 |
Cukup jelas .
Pasal 92
Cukup jelas.:
Pasal 93
Cukup jelas.:‘
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

Cukup jélas.
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1 Pasal 96

Cukup jelas. |

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jela
Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelaLs.‘f

Pasal 101

Cukup jelaxs.;

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.;

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.:

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.“

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.‘:

Pasal 111

Cukup jelas.;

12
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~ Pasal 126

Pasal 112

Cukup jelas. |

Pasal 113

Cukup jelas.

- Pasal 114

Cukup jelas.

“Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

" Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelaLs.?

Pasal 119

Cukup jelas..

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.“‘

Pasal 122

Cukup j elas.‘

~ Pasal 123

Cukup jelas.;ﬁ

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelasf
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Pasal 128
Cukup jela
Pasal 129
Cukup jela
Pasal 130
Cukup jela
Pasal 131
Cukup jela
Pasal 132

Cukup jelas.

~ Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jela
Pasal 135
Cukup jela
Pasal 136
Cukup jela:
Pasal 137
Cukup jela
Pasal 138

Cukup jela
Pasal 139
Cukup jela
Pasal 140
Cukup jela
Pasal 141
Cukup jela
Pasal 142
Cukup jela
Pasal 143
Cukup jela

s.
s.
s.

S.

S. |

S.:

S.
S.

S.
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Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146 |
Cukup jelas.;
Pasal 147 |
Cukup jelas.

| Pasal 148
Yang dimaksud dengan
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"prognosis”

adalah prakiraan

dan

penjelasar,’mya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya

berdasarkan realisasi.
Pasal 149 |
Cukup jelds.
Pasal 150
Cukup j elas.i
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153 |
Cukup jelas.}
Pasal 154 |
Cukup jelas.;
Pasal 155
Cukup jelas.,
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.‘




Pasal 159

Cukup jelas.

‘ Pasal 160

Cukup jelas. ;

~ Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas. |

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.|

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

"Pasal 172

Cukup jelas.

' Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelasf

w
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Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176 |
Cukup jelas.:
Pasal 177 |
Cukup jelas.;
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179 |

| Cukup jelas. |
Pasal 180 |
Cukup jelams.i
Pasal 181

| Cukup jelats.l‘
Pasal 182
Cukup jelas.;
Pasal 183 |
Cukup jelas.‘%
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185 |
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelals.3
Pasal 187
Cukup jelas.;
Pasal 188 e
| Cukup jelas.i
Pasal 189
Cukup jelas.?
Pasal 190
Cukup jelas.




Pasal 191

Cukup jelaLs.i

Pasal 192

Cukup jelas. |

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

- Pasal 195
Cukup jelas.
~ Pasal 196
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Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas!
TAMBAHAN LEMB/

A\RAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 201

Pada |saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 202

Pada saaf Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor |5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah|Kabupaten Bombana.

P B . Ditetapkan di Rumbia
t  PARAF KOTRDINASI | pada tanggal, 13 oProber 2022
NO [UNIT/SATUAN (ERJA[ PARAF| ,
1 [ Zekize 4 | Pj. BUPATI BOMBA
12 |Agten Ul
|3 ~-
4 Vo | Mg | °
5 [1a. BUD | Y

] " N

D1undangkan di Rumbla
pada tanggal \? o\wroee(l 2022

OMBANA,




